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PENDAHULUAN dibangun dan berkembang. Bab XIV,
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menguraikan prinsip-prin-
ber-fungsi sebagai konstitusi sip utama sistem perekonomian na-

ekonomi dan mengatur bagaimana
sistem ekonomi nasional harus

sional da-lam Undang-Undang Da-

sar 1945. Sebenarnya, sistem
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perekonomian nasional hanya terdiri
dari satu pasal dan lima ayat. Na-
mun, ke-tentuan ini harus dis-
esuaikan dengan prinsip dan dasar
negara yang didirikan oleh pendiri
negara. Selain itu, pembangunan sis-
tem ekonomi nasional harus dis-
esuaikan dengan hak asasi manu-sia,
termasuk hak ekonomi, dan kebu-
tuhan akan
rakyat.(Sari, 2021)

Salah satu tindakan strategis

kesejahteraan

untuk memperkuat landasan hukum
dan mengoptimalkan kontribusi
ekonomi syariah dalam
perekonomian nasional adalah me-
nyebarkan kebijakan pengundangan
hukum baru dalam bidang ekonomi
syariah. Kebijakan ini bertujuan un-
tuk meningkatkan kejelasan hukum,
meningkatkan kepercayaan publik,
dan men-dorong pertumbuhan
sektor ekonomi syariah yang adil
dan inklusif. Namun demikian,
proses penerapan kebijakan ini tidak
ter-lepas dari berbagai kesulitan dan
peluang  yang  mempengaruhi
seberapa efektif ia diterapkan di
masyarakat. Di satu sisi, tingginya
antusiasme publik terhadap nilai-
nilai syariah, peningkatan jumlah
lembaga keuangan syariah, dan
dukungan yang semakin kuat dari
pemerintah  terhadap  pengem-
bangan ekonomi berbasis syariah
menciptakan peluang yang sangat
besar. Perkembangan teknologi dig-
ital juga membuat orang lebih mu-

dah memahami ekonomi syariah

dan menerapkannya dalam ke-
hidupan sehari-hari.(Pangestu &
Sumarno, 2023)

Sebaliknya, sebagian besar
orang tidak memahami hukum dan
ekonomi syariah dengan baik, ada
perbedaan interpretasi tentang prin-
sip syariah, dan ada keterbata-san in-
frastruktur pendukung di be-berapa
tempat. Agar kebijakan yang telah
dibuat dapat diterima, dipa-hami,
dan dijalankan dengan baik oleh
semua lapisan masyarakat, faktor-
faktor ini memerlukan pen-dekatan
yang holistik dan strategis. Untuk
memastikan bahwa penyeb-aran ke-
bijakan pengundangan hukum baru
dalam ekonomi syari-ah berjalan
dengan sukses dan memberikan
manfaat yang paling besar bagi
masyarakat luas, di-harapkan ana-
lisis peluang dan kesulitan ini akan
membantu mengembangkan solusi
yang ino-vatif dan tepat sasa-

ran.(Zainuri, 2017)
Permasalahan  implementasi
pengembangan kebijakan

pengundangn hukum ekonomi sya-
riah juga menghambat pada persoa-
lan regulasi dalam sektor ekonomi
dan keuangan syariah yang masih
menghadapi tantangan signifikan,
seperti peraturan yang saling
tumpang tindih, fokus yang terlalu
berat pada sektor perbankan syariah,
serta kurangnya pengaturan kom-
prehensif di berbagai sektor lainnya.
Kondisi ini menciptakan celah
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hukum yang menghambat pertum-
buhan ekonomi syariah dan menyu-
litkan pelaku usaha untuk memasti-
kan kepatuhan terhadap prinsip sya-
riah. Selain itu, sengketa ekonomi
syariah sering kali disebabkan oleh
ketidaksepahaman dalam proses
akad, kelemahan dalam merumus-
kan norma kontrak, serta perilaku
yang tidak jujur atau tidak amanah.
Sengketa ini mencakup berbagai
jenis, mulai dari konflik antara lem-
baga keuangan syariah dan nasabah
hingga permohonan pailit dan
penundaan kewajiban pembayaran
utang. Oleh karena itu, diperlukan
kerangka hukum yang kokoh dan
sinergi antar lembaga untuk men-
dukung pertumbuhan ekonomi sya-
riah secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan
penelitian kepustakaan (library re-
search). Penelitian kepustakaan
merupakan penelitian yang dil-
akukan dengan memanfaatkan
berbagai sumber literatur, seperti
buku, artikel, jurnal, serta media
massa. Studi pustaka melibatkan se-
rangkaian aktivitas, mulai dari
pengumpulan data dari sumber
kepustakaan, membaca, mencatat,
hingga mengolah bahan penelitian
yang relevan. Dalam penelitian ini,
metode penelitian kepustakaan dit-
erapkan, di mana data dikumpulkan
dari berbagai sumber, seperti buku,

ensiklopedia, jurnal, dan informasi

lainnya yang membahas topik yang
menjadi fokus penelitian (Peter
Mahmud Marzuki, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Peluang Dalam Penyebarluasan
Kebijakan

Penyebaran kebijakan ekonomi
syariah di Indonesia memiliki ban-
yak peluang untuk meningkatkan
efektivitas implementasi kebijakan
yang didukung dengan regulasi. Sa-
lah satu peluang besar adalah
kebijakan
ekonomi syariah melalui berbagai

penyebaran hukum
regulasi. Pemerintah Indonesia telah
menunjukkan komitmen kuat untuk
men-dukung pertumbuhan ekonomi
syariah, di antaranya melalui Pera-
turan Perundang-undangan.
Pemerintah telah menetapkan
landasan hukum yang kuat un-tuk
menerapkan ekonomi syariah, sep-
erti Undang-Undang No. 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah.
Peraturan ini bertujuan untuk mem-
bangun sis-tem ekonomi yang
didasarkan pada prinsip keadilan,
kebersa-maan, pemerataan, dan ke-
manfaatan, guna mencapai tujuan
pembangunan nasional Indonesia
(Kemenag, 1967). BI berperan da-
lam kebijakan fiskal melalui koordi-
nasi dengan pemerintah untuk
menjaga stabilitas makroekonomi.
BI membantu menjaga kesta-
bilan harga, nilai tukar, dan inflasi
yang sangat mempengaruhi ke-
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bijakan fiskal (Hafizd et al., 2024) Ke-
bijakan Bank Indonesia juga ber-
kontribusi pada perkembangan
ekonomi syariah dengan meningkat-
kan pembiayaan syariah di sektor
pemerintah dan publik. Stimulus
fiskal melalui Surat Berharga Syariah
Negara (SBSN) mendorong pening-
katan pembiayaan syariah di pasar
modal dan perbankan.

Per Desember 2023, penyaluran
pembiayaan perbankan syariah
mencapai 15,8% (yoy), melampaui
pertumbuhan total kredit dan pem-
biayaan per-bankan nasional sebesar
10,6% (yoy). Hal ini mencerminkan
op-timisme konsumen yang tetap
terjaga di tengah risiko perlambatan
ekonomi global. Stabilitas keuangan
dapat dipertahankan sepanjang ta-
hun 2023 dengan tren peningkatan
pada instrumen injeksi, di mana
kegiatan Operasi Moneter Syariah
(OMS) rupiah sebagian besar bersifat
kontraksi (86,81%) untuk menyerap
likuiditas di pasar.

Meskipun ekonomi bergejolak,
hal ini menunjukkan adanya likuidi-
tas yang melimpah di pasar keu-
angan, yang mendorong pertum-
buhan pembiayaan syariah sebagai
salah satu pendorong pemulihan
ekonomi nasional (Bank Indonesia,
2023). Kebijakan keuangan Berke-
lanjutan (Sustainable Finance) di
Indonesia  didefinisikan sebagai-
dukungan menyeluruh dari industri
jasa keuangan untuk pertumbuhan
berkelanjutan yang dihasilkan dari

keselarasan antara kepentingan
ekonomi, sosial, dan lingkungan
hidup. Kemudian hal tersebut se-
bagai salah satu cara untuk men-
dukung pencapaian Rencana Pem-
bangunan Jangka Panjang (RPJP)
dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJMn), Otori-
tas Jasa Keuangan (OJK) pada 5
Desember 2014 yang telah mener-
bitkan Roadmap Keuangan Berke-
lanjutan 2015-2019. Roadmap terse-
but berisi paparan rencana kerja
program kebijakan keuangan berke-
lanjutan untuk industri jasa keu-
angan yang berada di bawah otori-
tas OJK, yaitu perbankan, pasar
modal dan Industri Keuangan
Non-Bank (IKNB).

Selain itu, untuk melanjutkan
program peningkatan awareness
dan capacity building bagi Industri
Jasa Keuangan dan pengawas, pada
tahun 2016 yang bekerjasama
dengan Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) serta
Lembaga Internasional terkait akan
menyelenggarakan Training Analis
Lingkungan Hidup (TAL). Dengan
demikian adanya konsep tersebut
untuk meningkatkan portofolio In-
dustri Sektor Jasa Keuangan men-
jadi ramah lingkungan (Andatu &
Hilabi, 2023)

Selain itu, kebijakan yang dia-
tur oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) memberikan kontribusi signif-
ikan  terhadap  pengembangan
ekonomi syariah di Indonesia.
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Dibentuk berdasarkan Undang-Un-
dang No. 21 Tahun 2011, OJK bertu-
gas mengatur dan mengawasi se-
luruh aktivitas di sektor jasa keu-
angan, termasuk sektor perbankan,
pasar keuangan, perusahaan asur-
ansi, dana pensiun, serta jasa non-
keuangan lainnya.

Dalam hal perbankan syariah,
OJK bertanggung jawab atas pengel-
olaan dan pengawasan lembaga keu-
angan syariah, termasuk penyeleng-
gara serta aktivitas yang men-
dukungnya. Selain itu, OJK berusaha
memenuhi kebutuhan konsumen
dan memberikan kesempatan untuk
mengajukan  pengaduan  guna
melindungi hak-hak mereka (Ilham
et al., 2024).

Dalam mendukung pengem-
bangan ekonomi syariah,
pemerintah juga memperkenalkan
Rencana Ekonomi Syariah Indonesia
(MEKSI) yang bertujuan menjadikan
Indonesia sebagai pusat ekonomi
syariah dunia. Rencana ini pertama
kali diperkenalkan pada World Is-
lamic Economic Forum (WIEF) ke-12
di Jakarta pada Agustus 2016.
MEKSI membahas sejarah, status,
dan perkembangan industri keu-
angan syariah di Indonesia serta ken-
dala utama yang dihadapi. Rencana
ini menghasilkan dua rekomendasi
utama, yaitu meningkatkan dan
memperluas  sektor perbankan,
pasar modal, keuangan syariah non-
bank, dan dana sosial, serta mem-

bentuk Komite Nasional Keuangan

Syariah. MEKSI 2019-2024 juga ber-
tujuan memperkuat rantai nilai in-
dustri halal di Indonesia dari hulu ke
hilir dalam setiap kluster yang dipri-
oritaskan, sebagaimana diukur da-
lam peringkat Laporan Ekonomi Is-
lam Global (KNKS, 2019).

Dukungan organisasi seperti
Komite Nasional Ekonomi dan Keu-
angan Syariah (KNEKS) juga ber-
peran penting dalam penyebaran ke-
bijakan hukum ekonomi syariah.
KNEKS memberikan dukungan
strategis dalam pembuatan dan
pengawasan  implementasi  ke-
bijakan, serta memastikan pelaksa-
naan rencana aksi Master Plan secara
efektif. Regu-lasi yang jelas men-
dorong pelaku usaha dan masyara-
kat untuk berpartisipasi aktif dalam
pembangunan ekonomi syariah.
Selain itu, kepastian hukum yang
diberikan sangat penting untuk
memajukan sektor ekonomi ber-ba-
sis syariah. Hingga akhir 2018, hanya
sebagian dari rekomendasi MEKSI
yang berhasil diterapkan. Oleh ka-
rena itu, pedoman yang lebih baru
diperlukan untuk menerapkan sa-
ran-saran yang belum terealisasi da-
lam jangka menengah (Arifudin Ari-
fudin et al., 2024).

Indonesia memiliki peluang be-
sar dalam penyebaran kebijakan
hukum ekonomi syariah mengingat
mayoritas penduduknya beragama
Islam. Berdasarkan data demografis,
sekitar 87,2% dari total populasi In-
donesia yang mencapai 269,6 juta
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orang adalah Muslim, menjadi-
kannya negara dengan popu-lasi
Muslim terbesar di dunia. Hal ini
menciptakan pasar yang luas untuk
produk dan jasa keuangan yang
sesuai dengan prinsip syariah. Ban-
yak masyarakat Muslim Indonesia
yang ingin menjalankan kehidupan
finansial sesuai dengan prinsip sya-
riah, yang meliputi kebutuhan akan
produk dan jasa keuangan halal
menurut hukum Islam (Ermawa-ti &
Afifi, 2018). Selain itu, kesadaran
religius yang meningkat, terutama di
kalangan generasi muda, turut men-
dorong  penerimaan  kebijakan
ekonomi berbasis syariah.
Pertumbuhan industri keu-
angan syariah di Indonesia juga
menjadi peluang besar dalam
penyebaran kebijakan ini. Per-tum-
buhan aset perbankan syariah yang
terus meningkat men-jadi salah satu
indikator positif, di mana pertum-
buhannya lebih cepat dibandingkan
dengan perbankan konvensional. Di-
versifikasi produk seperti pem-
biayaan murabahah, sukuk, dan
takaful juga menarik minat masyara-
kat terhadap lembaga keuangan sya-
riah. Di tingkat global, Indonesia
memiliki peluang untuk bekerja
sama dengan lembaga internasional,
memperluas  cakupan  hukum
ekonomi syariah baik di tingkat na-
sional maupun internasional (Har-

tono, 2020).

Dalam era digital yang terus
berkembang, teknologi digital men-
jadi sarana penting untuk memper-
cepat penyebarluasan kebijakan
hukum ekonomi syariah. Platform
digital seperti mobile banking sya-
riah, pasar halal, dan aplikasi fintech
syariah memudahkan masyarakat
mengakses layanan ekonomi sya-
riah. Sosialisasi online me-lalui me-
dia sosial dan situs web resmi
pemerintah serta lembaga terkait
juga meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang pentingnya
hukum ekonomi syariah.

Teknologi digital memung-
kinkan akses informasi yang lebih
luas, termasuk ke daerah terpencil
yang sebelumnya sulit dijangkau
melalui pendekatan konvensional
(Kurniawan, Sire-gar, & Hidayani,
2022). Inovasi teknologi finansial
berbasis sya-riah (fintech) telah men-
jadi alat penting untuk meningkat-
kan inklusi keuangan, terutama bagi
masyarakat yang belum terlayani
oleh bank. Dengan memanfaat-kan
teknologi digital secara op-timal,
proses penyebarluasan ke-bijakan
hukum ekonomi syariah dapat dil-
akukan dengan lebih efisien dan
efektif (Hakim & Nisa, 2024; Er-
mawati, 2018).

Tantangan Dalam Penyebarluasan
Kebijaksanaan

Minimnya literasi terhadap
hukum ekonomi syariah menjadi
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tantangan besar dalam penyebarlua-
san kebijakan di Indonesia. Kema-
juan teknologi, yang memengaruhi
kehidupan manusia sejak revolusi
industri 1.0 hingga 4.0, telah mem-
bawa kemudahan dalam berbagai
aspek kehidupan, termasuk penyeb-
aran informasi, transaksi, pendidi-
kan, hingga hiburan. Namun,
penyebaran kebijakan di Indonesia
masih menghadapi kendala signif-
ikan, terutama akibat rendahnya
pemahaman masyarakat terhadap
hukum ekonomi syariah.
Prinsip-prinsip dasar ekonomi
syariah, seperti larangan riba
(bunga), gharar (ketidakpastian),
dan maysir (spekulasi), umumnya
belum dipahami oleh banyak orang.
Hal ini disebabkan oleh kurangnya
pendidikan formal yang mengajar-
kan konsep-konsep syariah, yang
tidak termasuk dalam kurikulum
pendidikan dasar atau menengah.
Akibatnya, masyarakat tidak mem-
peroleh pemahaman sejak dini.
Selain itu, banyak yang salah me-
mahami bahwa hukum ekonomi
syariah hanya relevan untuk umat
Muslim, sehingga masyarakat non-
Muslim  tidak
mempelajarinya (Oktonika, 2020).

tertarik  untuk

Situasi ini diperparah oleh per-
sepsi bahwa ekonomi syariah lebih
kompleks dibandingkan ekonomi
konvensional. Banyak sumber infor-
masi menggunakan istilah teknis
yang sulit dipahami oleh masyarakat
umum. Sosialisasi pun sering kali

terbatas pada seminar dan lokakarya
yang hanya diikuti oleh kelompok
tertentu, tanpa memanfaatkan media
kontemporer seperti televisi atau
platform digital. Sebaliknya, litera-
tur, artikel, atau platform online
yang menjelaskan hukum ekonomi
syariah juga masih minim, terutama
di daerah terpencil. Kondisi ini me-
nyebabkan masyarakat pedesaan
cenderung tertinggal dibandingkan
masyarakat di kota-kota besar.

Ketidaksesuaian antara kon-
sep hukum ekonomi syariah dan
praktik di lapangan juga menjadi
tantangan. Minimnya studi ka-sus
nyata yang menunjukkan keberhasi-
lan implementasi ekonomi syariah
membuat masyarakat meragukan
keefektifan sistem ini. Rendahnya lit-
erasi menyebabkan Masyarakat eng-
gan menggunakan layanan keu-
angan syariah karena mereka tidak
memahami manfaatnya dibanding-
kan sistem konvensional (Solihin,
2020).

Pemerintah dan  lembaga
terkait belum maksimal dalam men-
jalankan peran mereka untuk
meningkatkan  literasi ~ hukum
ekonomi syariah. Program literasi
yang ada cenderung sporadis dan
bersifat lokal, sehingga tidak men-
jangkau masyarakat secara luas. Ku-
rangnya insentif bagi lembaga atau
individu yang aktif dalam edukasi
syariah juga menjadi kendala dalam

memper-cepat peningkatan literasi
(Mezak, 2006).
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Rendahnya ting-kat literasi ini
memiliki dampak luas, seperti ren-
dahnya partisipasi masyarakat da-
lam menggunakan layanan syariah,
ketidakefektifan  kebijakan, dan
hambatan pertumbuhan industri
keuangan syariah. Solusi untuk
mengatasi masalah ini mencakup
memasukkan hukum ekonomi sya-
riah ke dalam kurikulum pendidi-
kan, memanfaatkan teknologi mod-
ern untuk sosialisasi, menyediakan
pelajaran yang inklusif dan mudah
di-akses, mengadakan program lit-
erasi nasional, serta bekerja sama
dengan komunitas lokal. Metode ini
diharapkan mampu mening-katkan
pengetahuan masyarakat, men-
dukung penyebaran kebijakan, dan
mendorong per-tumbuhan sektor
ekonomi syariah secara keseluruhan
(Tahmidaten & Krismanto, 2020).

Infrastruktur yang belum me-
madai juga menjadi salah satu ham-
batan utama dalam penyebarluasan
kebijakan hukum ekonomi syariah
di Indonesia. Tantangan ini men-
cakup keterbatasan akses teknologi
dan jaringan sinyal, terutama di dae-
rah-daerah ter-pencil, di mana kuali-
tas jaringan sinyal sering kali buruk
atau bahkan tidak tersedia. Sebagian
besar layanan keuangan syariah,
seperti perbankan mobile syariah
atau platform pasar halal, mem-bu-
tuhkan koneksi internet yang stabil.
Namun, masyarakat di banyak wila-
yah tidak dapat me-manfaatkan

layanan tersebut karena keterbata-
san jaringan (Tashia, 2015). Indikator
seperti Rx Level (RxLev) pada jarin-
gan 2G, Receive Signal Code Power
(RSCP) pada 3G, dan Reference Sig-
nal Received Power (RSRP) pada 4G
menunjukkan bahwa semakin kecil
nilai indikator tersebut, semakin
lemah kekuatan sinyal yang diterima
(Chalida et al., 2011; Nizam et al.,
2017; Sesia et al., 2011). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa mes-
kipun 99,11% permukiman di Indo-
nesia terlayani oleh jaringan seluler,
kualitas layanan masih sangat berva-
riasi.

Kesenjangan digital menjadi
salah satu akibat keterbatasan akses
teknologi ini, menciptakan perbe-
daan signifikan antara masyarakat
perkotaan dan pedesaan. Akibatnya,
informasi dan edukasi mengenai
hukum ekonomi syariah lebih ban-
yak diterima di kota-kota besar, se-
mentara  masyarakat pedesaan
cenderung tertinggal (Abidin, 2020).
Selain itu, jumlah lembaga keuangan
syariah yang terbatas memperburuk
keadaan. Sebagian besar lembaga
keuangan syariah terkonsentrasi di
kota-kota besar seperti Jakarta, Sura-
Medan,
masyarakat di daerah terpencil

baya, atau sehingga
hanya memiliki akses ke bank kon-
vensional (Ak-bar, 2020). Keku-
rangan tenaga ahli di bidang hukum
ekonomi syariah juga menjadi masa-
lah signifikan. Banyak lembaga keu-
angan syariah masih menghadapi
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tantangan dalam menyediakan peg-
awai yang kompeten di bidang ini,
yang berdampak pada rendahnya
kualitas layanan (Pelita Bangsa,
2023).

Keterbatasan sarana fisik, sep-
erti kantor bank syariah, ATM ber-
basis syariah, dan fasilitas pen-
dukung lainnya, semakin membatasi
akses masyarakat terhadap layanan
keuangan syariah. Hal ini disebab-
kan oleh biaya tinggi untuk mem-
bangun infrastruktur di daerah ter-
pencil (Ananta et al., 2022). Kondisi
wilayah yang terisolasi, seperti dae-
rah pedalaman, pulau-pulau kecil,
atau wilayah pegunungan, menjadi
tantangan tambahan. Keterbatasan
infrastruktur transportasi dan komu-
nikasi menyebabkan informasi ten-
tang kebijakan hukum ekonomi sya-
riah sulit dijangkau oleh masyarakat
setempat. Fasilitas publik seperti
pusat pelatihan atau kan-tor cabang
bank syariah juga terbatas, sehingga
masyarakat di daerah tersebut tidak
mendapat-kan edukasi langsung
tentang prinsip-prinsip ekonomi
syariah (Lubis et al., 2023).

Kepercayaan masyarakat ter-
hadap  pemerintah  memegang
peranan penting dalam keberhasilan
penyebarluasan kebijakan hukum
ekonomi syariah. Tingkat ke-
percayaan masyarakat terhadap lem-
baga-lembaga negara sering kali di-
pengaruhi oleh sikap partisan, pen-
galaman ter-hadap layanan publik,

serta persepsi terhadap keadilan dis-
tribusi sumber daya (Muhtadi, 2024;
Berg & Johansson, 2020). Tingginya
tingkat kepercayaan dapat mening-
katkan
pemerintahan, men-dorong kohesi

efisiensi ta-ta kelola

sosial, serta mengurangi korupsi
(Agustina et al, 2023). Namun,
keterbatasan  infrastruktur  dan
komunikasi dua arah di wilayah-
wilayah terpencil masih menjadi
kendala besar dalam memastikan ke-
bijakan hukum ekonomi syariah
dapat diadopsi secara merata
(Ideyani Vita et al., 2020).

Persoalan  regulasi  dalam
sektor ekonomi dan keuangan sya-
riah masih menghadapi sejumlah
tantangan yang signifikan. Salah
satu masalah utama adalah adanya
peraturan yang saling tumpang tin-
dih. Ketidakselarasan ini sering kali
me-nyebabkan kebingungan dalam
implementasi aturan serta meng-
hambat

ekonomi syariah secara optimal.

perkembangan  sektor

Selain itu, regulasi yang ada saat ini
masih cenderung berfokus pada
sektor perbankan syariah. Hal ini
menunjukkan perhatian yang belum
merata terhadap berbagai sektor lain
da-lam ekonomi syariah, seperti
asuransi syariah, pasar modal sya-
riah, maupun sektor usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM) ber-
basis syariah, yang juga memiliki po-
tensi besar un-tuk dikembangkan.
Lebih jauh lagi, masih terdapat
banyak sektor dalam ekonomi dan



Jurnal IQTISHOD; Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 4 Nomor 1 April 2025

keuangan syariah yang belum diatur
secara komprehensif. Ketiadaan reg-
ulasi ini menyebabkan celah hukum
yang dapat menghambat pertum-
buhan sektor-sektor ter-sebut,
sekaligus memberikan tantangan
bagi pelaku usaha un-tuk memasti-
kan praktik mereka sesuai dengan
prinsip syariah. Oleh karena itu, di-
perlukan sinergi yang lebih baik an-
tara lembaga-lembaga terkait, baik
itu regulator, akademisi, maupun
praktisi, untuk memperkuat
kerangka regulasi dalam sektor
ekonomi dan keuangan syariah. Ko-
laborasi yang erat ini diharap-kan
dapat menciptakan aturan yang
lebih terintegrasi, komprehensif, dan
mendukung pertumbuhan ekonomi
syariah secara berkelanjutan.
Sengketa dalam ekonomi sya-
riah sering kali dipicu oleh berbagai
faktor yang terjadi dalam proses
bisnis mau-pun pelaksanaan akad.
Salah satu penyebab utamanya ada-
lah ketidaksepahaman dalam proses
terbentuknya akad. Hal ini dapat ter-
jadi karena orientasi para pihak yang
lebih terfokus pada keuntungan
tanpa memperhatikan prinsip-prin-
sip syariah, adanya karakter "coba-
coba" tanpa perencanaan matang,
ketidakmampuan untuk mengenali
mitra bisnis secara mendalam, serta
ketiadaan per-lindungan hukum (le-
gal cover) yang memadai. Selain itu,
akad atau kontrak sering kali sulit
karena

dilaksanakan berbagai

alasan, seperti kurangnya kecerma-
tan para pihak saat melakukan pe-
rundingan awal, kelemahan dalam
merumuskan norma-norma akad
yang adil, efisien, dan pasti, serta ku-
rangnya kemampuan dalam
mengantisipasi risiko yang mungkin
muncul. Dalam be-berapa kasus,
sengketa juga dipicu oleh perilaku
yang tidak jujur atau tidak amanah,
yang berlawanan dengan prinsip ke-
percayaan yang menjadi inti da-lam
ekonomi syariah.

Dari sisi jenisnya, sengketa
ekonomi syariah dapat diklasifikasi-
kan ke dalam beberapa kate-gori
utama. Pertama, sengketa yang meli-
batkan lembaga keuangan atau pem-
biayaan syariah dengan nasabahnya,
yang sering kali berhubungan
dengan pelaksanaan akad atau
Kedua,
sengketa antar lembaga keuangan

kewajiban pembayaran.

atau lembaga pembiayaan syariah,
yang biasanya terkait dengan perjan-
jlan kerjasama atau pelaksanaan
bisnis bersama. Ke-tiga, sengketa an-
tara individu yang beragama Islam
di mana perjanjian atau akad secara
eksplisit ~ menyebutkan = bahwa
kegiatan usaha dilakukan ber-dasar-
kan prinsip-prinsip syariah. Keem-
pat, sengketa dalam bentuk perkara
permohonan pernyataan pailit (PPP)
dan Penundaan Kewajiban Pem-
bayaran Utang (PKPU) di bidang
ekonomi syariah, serta perkara

derivatif kepailitan yang tidak sepe-

10



Jurnal IQTISHOD; Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah

Volume 4 Nomor 1 April 2025

nuhnya murni sebagai perkara ke-
pailitan. Jenis-jenis sengketa ini
mencerminkan kompleksitas hub-
ungan bisnis dalam ekonomi syariah
dan perlunya kerangka hukum yang
lebih kokoh untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut secara adil
dan sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah.

Strategi penyebarluasan dan imple-
mentasi kebijakan

Edukasi dan sosialisasi hukum
ekonomi syariah melibatkan
berbagai pendekatan untuk mening-
katkan pemahaman masyarakat
mengenai prinsip-prinsip ekonomi
syariah. Salah satu metode yang
efektif adalah melalui sosialisasi
langsung kepada masyarakat, sep-
erti yang dilakukan di Desa Tugu
Jaya, di mana perbedaan antara
ekonomi syariah dan konvensional
dijelaskan untuk membantu
masyarakat memahami manfaat
ekonomi syariah dalam kehidupan
sehari-hari. Selain itu, kegiatan so-
sialisasi di sekolah-sekolah, seperti
di SMK Muhammadiyah 2 Klaten
Utara, juga berperan penting. Di sini,
siswa diajarkan tentang prinsip-
prinsip hukum ekonomi Islam me-
lalui ceramah, diskusi interaktif, dan
konsultasi yang mendalam
mengenai pengelolaan keuangan
syariah (N. M. Sari & Retnaningsih,
2020).

Selain itu, kegiatan sosialisasi

dapat dilakukan melalui workshop

atau seminar yang melibatkan pakar
di bidang tertentu. Universitas Islam
Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati-
Bandung adalah salah satu con-
tohnya. Peserta acara diberi pema-
haman tentang fatwa ekonomi sya-
riah dan bagaimana mereka dapat
diterapkan dalam transaksi sehari-
hari, seperti membeli dan menjual
emas secara tidak tunai. Pembelaja-
ran hukum ekonomi syariah tentang
etika jual beli online juga digunakan.
Tujuannya adalah agar peserta dapat
memahami dan menerapkan etika
tersebut dalam praktik bisnis
mereka. Untuk mencapai hasil yang
optimal, penting untuk melibatkan
berbagai stakeholder, termasuk lem-
baga pendidikan dan komunitas lo-
kal, serta menggunakan media sosial
dan platform digital untuk men-
jangkau audiens yang lebih luas.
Dengan pendekatan ini, diharapkan
pemahaman masyarakat tentang
hukum ekonomi syariah dapat
meningkat, sehingga mereka dapat
menerapkannya dalam kehidupan
sehari-hari dan berkontribusi pada
pengembangan ekonomi yang sesuai
dengan  prinsip-prinsip  syariah
(Mukus & Amaliatulwalidain, 2023).

Strategi penyebarluasan ko-
laborasi antara pemerintah dan
swasta sangat penting untuk
meningkatkan  efektivitas  pem-
bangunan dan pelayanan publik. Sa-
lah satu pendekatan utama adalah
membangun kemitraan strategis
yang menggabungkan kekuatan dan
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sumber daya dari kedua belah pihak.
Dalam hal ini, pemerintah dapat me-
nyusun kerangka regulasi yang men-
dukung kolaborasi, sementara sektor
swasta dapat memberikan inovasi
dan efisiensi dalam pelaksanaan pro-
gram. Contoh nyata dari kolaborasi
ini adalah program "Smart Village" di
Banyuwangi, di mana pemerintah
menyediakan infra-struktur dan reg-
ulasi, sedangkan perusahaan swasta
seperti PT Telkom Indonesia menye-
diakan teknologi dan layanan inter-
net, yang secara signifikan mening-
katkan pelayanan publik dan trans-
paransi pemerintahan (Apri Sudar-
madi & Josias Simon Runturambi,
2019).
Penyebarluasan informasi
mengenai kemitraan ini juga dapat
dilakukan melalui seminar, work-
shop, dan forum diskusi yang meli-
batkan berbagai pemangku kepent-
ingan,  termasuk  masyarakat.
Dengan melibatkan masyarakat da-
lam setiap tahap pengembangan,
mulai dari perencanaan hingga pen-
goperasian, mereka dapat me-rasa-
kan langsung manfaat dari ko-
laborasi tersebut. Selain itu, penting
untuk membangun komunikasi
yang terbuka dan transparan antara
pemerintah dan swasta untuk
mengatasi tan-tangan seperti ego
sektoral dan kesenjangan informasi.
Dengan kolaborasi ini, diharapkan
peningkatan akses terhadap
teknologi dan layanan publik dapat
terjadi, sekaligus mem-berdayakan

masyarakat secara keseluruhan,
menciptakan lapangan kerja baru,
serta men-dorong pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk menjamin aksesibilitas
dan konektivitas yang merata di se-
luruh wilayah, pendekatan yang ter-
integrasi diperlukan un-tuk me-
nyebarkan pengembangan infra-
struktur  digital di Indonesia.
Pemerintah me-luncurkan satelit Sa-
tria-1 untuk menyediakan akses
broadband di daerah terpencil. Ini
adalah
pemerintah untuk menjangkau dae-

bagi-an  dari  upaya

rah yang selama ini tidak memiliki
akses ke jaringan internet. Untuk
memperluas infrastruktur digital,
kerja sama pemerintah-swasta san-
gat penting. Operator seluler dan
penyedia layanan internet bekerja
sa-ma untuk mendukung pem-
bangunan Base Transceiver Station
(BTS) di daerah tertinggal, terdepan,
dan terluar (3T). Selain itu, Kemen-
terian Komunikasi dan Informatika
(Kemkominfo) secara aktif ber-
partisipasi dalam program literasi
digital dan pen-didikan yang ber-
tujuan untuk meningkatkan kemam-
puan masyarakat dalam
menggunakan teknologi informasi.
Tujuan pro-gram seperti Digital Tal-
ent Scholarship adalah untuk
menghasilkan talenta digital yang
sangat kompeten (Gultom et al,
2022).

12
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Untuk menyebarkan manfaat
dan penggunaan infra-struktur digi-
tal kepada masyarakat, strategi
komunikasi yang efektif diperlukan.
Untuk menjangkau audien yang
lebih luas, ini mencakup pelatihan
dan sosialisasi melalui seminar,
work-shop, dan platform digital.
Pengembangan infrastruktur digital
diharapkan meningkatkan akses in-
formasi dan mendorong pertum-
buhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah
membuat sejumlah rencana untuk
memperluas dan mening-katkan in-
frastruktur digital di se-luruh
negara. Tujuan dari rencana ini ada-
lah untuk mengatasi perbedaan dig-
ital dan men-dukung pertumbuhan
ekonomi yang inklusif. Roadmap
Digital Indonesia 2021-2024, yang
men-cakup empat bidang strategis:
infrastruktur digital, pemerintahan
ekonomi

digital, digital, dan

masyarakat digital, merupakan
langkah penting. Fokus utama
proyek Palapa Ring adalah mem-
bangun jaringan tulang punggung
telekomunikasi yang akan
menghubungkan wilayah Indonesia
bagian barat, tengah, dan timur me-
lalui jaringan serat optik. Selain itu,
tujuan penggunaan satelit multi-
fungsi seperti SATRIA adalah untuk
menyediakan akses internet broad-
band di daerah terpencil yang jarin-

gan terestrial sulit dijangkau.

Pemerintah juga mem-bangun
Base Transceiver Station (BTS) 4G
untuk memastikan layanan internet
tersedia di daerah Tertinggal, Terde-
pan, dan Terluar (3T). Salah satu pri-
oritas utama pemerintah adalah
pengembangan  talenta  digital,
dengan target mengembangkan 12
juta talenta hingga tahun 2030 me-
lalui program pendidikan dan pelati-
han seperti Digital Talent Scholar-
ship dan Cyber Creation. Selain itu,
program Gerakan Literasi Digital
dibuat untuk men-didik orang ten-
tang keterampilan digital dasar,
etika digital, dan keamanan siber.
Untuk memastikan infrastruktur
digital dapat diakses secara merata
oleh semua orang, termasuk perlin-
dungan data dan keamanan si-ber,
diperlukan Undang-undang yang
kuat. Untuk membuat ekosistem
digital yang inklusif dan berkelanju-
tan, pendekatan kolaboratif antara
pemerintah, sektor swasta, akade-
misi, dan masyarakat sangat pent-
ing. Langkah-langkah ini diharap-
kan akan memungkinkan Indonesia
untuk  mencapai  pertumbuhan
ekonomi yang lebih inklusif dan
menjadi pemain utama dalam
ekosistem digital global (Siregar,

2010).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan
bahwa penyebarluasan kebijakan
ekonomi

hukum syariah  di

Indonesia menghadapi peluang
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besar, seperti dukungan regulasi,
pertumbuhan industri keuangan
syariah, dan kemajuan teknologi
digital. Namun, terdapat tantangan
signifikan, termasuk rendahnya
literasi masyarakat tentang hukum
ekonomi  syariah, keterbatasan
infrastruktur, dan minimnya tenaga
ahli di bidang tersebut. Untuk
mengatasi hambatan ini, diperlukan
kolaborasi strategis antara
pemerintah, sektor swasta, dan
Edukasi

teknologi digital, pengembangan

masyarakat. berbasis
infrastruktur, serta pelatihan sumber
daya manusia menjadi solusi utama
untuk meningkatkan pemahaman
dan penerapan hukum ekonomi
syariah. Dengan langkah-langkah
ini, diharapkan kebijakan tersebut
dapat diterima secara luas dan
berkontribusi pada pertumbuhan
ekonomi  yang  inklusif dan
berkelanjutan.
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